
GUHli:RNlJR GORONTALO

PERATURANGUBERNUR GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASI,TUGAS DANFUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSIGORONTALO

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

, GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasa! 3
Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan
mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Gorontalo tentang K~dudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan ~mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20J.4 ten tang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diu bah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
:Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
.Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
,Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5883);

8.' Peraty.ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

I Republik Indonesia Nomor 5887);
9. ,Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang

'Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURANGUBERNUR GORONTALOTENTANGKEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMANPROVINSIGORONTALO

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Gaerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. PemerintahCln daerah adalah Penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
as as otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Prcvinsi

Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Penr..ukiman

Provinsi Gorontalo.
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7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Gorontalo.

8. Desentralisasi lldalah penyerahan Urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan.
Asas Otonomi.

9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusa~
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu, danl atau kepada
gubernur dan bupati/wa1i kota sebagai penanggung jawab
urusan pemerintahan umum.

Permukiman Provinsi
bertanggung jawab

BAB II
KEDUDUKAN

Pasa12
(1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Goronta10 beradadi bawah dan
kepada Gubernur.

(2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin o1eh
~epala Dinas.

Pasa13
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
menyelenggarakan urusan pemerintahan di penye1enggaraan
penimahan dan permukiman baik yang dibiayai o1eh APED
maupin APBN dan dana Dekonsentrasi untuk membantu
Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

dan
umum

penyediaan

dibidang I permukiman
saran a dan utilitas

kebijakan
prasarana

Pasa14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasa1 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Perm ukiman menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kebijakan dipenye1enggaraan

perumahan;
b. pelaksanaan

keterpaduan
permukiman;

c. pelaksanaan p~meliharaan dan perbaikan perumahan dan
permukiman;

d. peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
e. pemberian pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan

penyediaan perumahan dan permukiman; dan
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

penyediaan pcru:nahan dan permukiman;
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BAB III
SUSUNANORGANISASI

Pasa15
Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat
c. Bidang Perumahan;
d. Bidang Permukiman; dan
e. Kelompok Jabat<in F'ungsional

BABIV
TUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasa16
Kepala Dinas mempunyai tugas menydenggarakan sebagian
urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang berada dibawah tanggung jawab
Gubernur.

Pasa17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun kebijakan dan rencana strategis bidang Pe1l,1mahan

dan Kawasan Permukiman;
b. melaks~nakan urusan-urusan pemerintah dibidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan

administrasl di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
, .

d. melaksanakan pengawasan fungsional;
e. melaksanakan teknis operasional bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman;
f. pemantauan dan evaluasi program di bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasa18

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan, penyusunan perencana9-n, keuangan dan
hubungan masyarakat.
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Pasal9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaaG perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta

I

menyusun laporan;
b. pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah

tangga;
c. pengelolaan umum dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat

dan kegiatan satuan secara berkala; dan
f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 11
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
mengumpulkan dan mcnyusun rencana program, monitoring,
evaluasi dan pcngcIidalian laporan pelaksanaan kegiatan,
penatausahaan kcuangan, pclaporan, pertanggungjawaban,
verifikasi serta peng8wasan dilingkup dinas.

dengan
mendukung

dimaksud dalam
dan Keuangan

sebagaimana
Perencanaan

Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas
Pasal 11, Sub Bagian
menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun, menyiapkan dan mengkompilasikan bahan

perencanaan strategis, perencanaan program/kegiatan dan
keuangan;

b. menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan
pengendalian serta laporan pelaksanaan program/kegiatan
dan keuangan;

c. mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan
instansijunit kerja terkait dalam rangka
pelaksanaan kegiatan kedinasan;

d. menyiapkan, menganalisa bahanj data pelaporan dan
melakukan penyusunan laporan Keuangan, Laporan Kinerja
Instansi ,Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ);

e. melakukan evaluasi pelaksanaan programjkegiatan, capaian
~inerja dan rencana kerja tahunan;

f. menyiapkan dan menyusun prosedur tetap/standar
operasional dan prosedur terkait pengelolaan keuangan,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

g. melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
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h. menatausahakan pengelolaan keuangan;
1. menghimpun dan mengolah data keuangan;
J. menyusun laporan keuangan SKPD;
k. menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD;
1. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran antar~

lain:
1. keleng~apan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang

disampaikan oleh PPTKdan telah disetujui oleh PAjKPA;
2. kelengkapan SPP-UPjGUjTUP, SPP-UPjGUjTUP-Nihil dan

SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya
yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran.

m. menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengaJuan
tagihan;
I •

n. menyiapkan dan menerbitkan SPM;
o. mengajukan SPM bescrta kelengkapan dokumen kepada BUD

rhelalui bendahara pengeluaran;
p. mengelola pembayaran gaji pegawai;
q. mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan

tugas bendahara pengeluaran;
r. membuat register SPP,SPM, penolakan penerbitan SPM,

penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;
s. membuat laporang pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan

definitive anggaran /kegiatan, register kontrakjSurat Perintah
Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi
pembayaran per nomor kontrak;

t. membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan
kebijakan akuntansi;

u. mengarsipkan seJuruh dokumen . pembayaran untuk
kepentingan per:gawasan dan pengendalian;

v. secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas
dan melaporkan kepada BUD serta PA;

w. menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan
penyusunan laporan keuangan; dan

x. menyiapkan bahan j data untuk perhitungan anggaran dan
perubahan anggaran; dan

y. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan,
ketatausahaan, penyu.sunanan rencana kebutuhan barang unit
dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi.

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan
fungsi:
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a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian;

b. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
c. penyusunan rencana kebutuhan. pengadaan da,n

pendistribusian barang perlengkapan;
d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang

investaris;
e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus

barang milik daerah;
f. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan

administrasi pegawai berbasis aplikasi;
g. pengembangan kapasitas SDMAparatur;
h. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan,

keindapan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
1. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
J. memimpin, mengatur dan m'engendalikan tugas Sub Bagian

Umum da!) Kepegawaian;
k. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesual dengan

~rahan dari Sekretaris;
1. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana

kegiatan Sub Bagia.nUmum dan Kepegawaian;
m. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin

yang menjadi tanggungjawabnya;
n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung

I

jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN,LHKASN,

dan SPT;
p. menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja

pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Minimum (SPM);

q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi
jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;

r. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;
s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan

pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada
unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana
pengadaan yang ditetapkan;

t. melaksanakan tugas kehumasan;
u. melaksanakan pengolahan dan penataan arslp naskah dinas

serta administrnsi perjalanan dinas;
v. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan penglnman

surat, penggandaan naskah dinas (SPT/ SPPD/ Konsep Surat
berdasarkan telahaan bidang-bidang), kearsipan dinas;

w. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan
naskah dinas sesua,i dengan tata naskah dinas di lingkungan
pemerin tah daerah; dan

x. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
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Bagian Ketiga
Bidang Perumahan

Pasal 15
Bidang Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan dan
penyediaan dan pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan bagi masyarakat berpengha$ilan
rendah.

Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perencanaan dan data base di bidang penyediaan

perumahan;
b. pelaksanaan pengendalian (monitoring dan evaluasi) di bidang

penyediaan perumahan;
c. pe1aksanaan kebijakan dibidang pengembangan sistem

penyediaan dan pembiayaan perumahan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan

bantuan penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah;

e. pengendalian pelaksanaan ban tuan penyediaan dan
pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan dan
pembiayaan perumahan;

g. pelaksana::-n administrasi Direktorat Jenderal Penyediaan dan
pembiayaan perumahan;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;
1. tnelakukan koordinasi dan menetapkan norma-norma,

standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan perumahan;
J. melaksanakan tugas dekonsentrasi penyelenggaraan

Perumahan;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

I1. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

Bidang Perumahan terdiri dari:
a. seksi perencanaan dan pengendalian perumahan;
b. seksi penyediaan perumahan; dan
c. Seksi pembiayaan perumahan.

Pasal 18
Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan mempunyai
tugas menyusun perencanaan dan data base bidang perumahan
serta melaksanakan pengendalian (monitoring dan evaluasi)
terhadap kebijakan penyelenggaraan penyediaan dan pembiayaan
perumahan.
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sebagaimana dimaksud dalam
dan Pengendalian Perumahan

Pasal 19
Dalp.m melaksanakan tugas
Pasal 18, Seksi Perencanaan
meriyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan dan Data Base di bidang

perumahan;
b. pelaksanaan pengendalian (monitoring dan evaluasi) di bidang

perumahan;
c. perumusan kebijakan di bidang penyediaan dan pembiayaan

perumahan;
d. membuat laporan secara berkala; dan
e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal20
Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan
pembangunan, pengawasan di bidang penyediaan perumahan.

rasal21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, Seksi penyediaan perumahan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi dan stimulasi
penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

b. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana perumahan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
perumahan;

d. pelaksanaan administrasi bidang penycdiaan perumahan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal22
Seksi Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan
sosialisasi peraturan perundang-undangan, koordinasi
implementasi pembangunan bidang perumahan.

Pasa123
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, Seksi Pembiayaan menyelenggarakan fung$i :
a. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan

koordinasi implementasi pembangunan bidang perumahan
b. perumusan kebijakan di penyelenggaraan pembiayaan

'perumahan;
c. 'pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan rumah

'bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan

perumahan;
e. pelaksanaan administrasi bidang pembiayaan perumahan; dan
f. ,pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
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Bagian Keempat
Bidang Pennukiman

Pasal 24
Bidang Permukiumn 111empunyai tugas 111elaksanakan
pereJ;lcanaan, 'pembangunan kawasan permukiman dan
prasarana, sarana scrta monitoring dan evaluasi pembangunan
kawasan permukiman.

Pasa125
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasa124, Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi:
a. ~enyusun rencana program dan kegiatan kawasan

permukiman;
b. melakukan penataan lingkungan hunian kawasan

permukiman;
c. melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan penata,an

lingkungan hunian kawasan permukiman dengan Pemenntah
Pusat , Pemerintah Kabupaten/Kota;

d. melakukan koordinasi program kegiatan dengan sektor
Keeiptakaryaan;

e. melakukan koordinasi regulasi untuk penataan lingkungan
hunian kawasan permukiman;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

PasaI26
Bidang Permukiman terdiri dari
a. Seksi Percncanaar: Tckilis dan Regulasi Permukiman;
b. Seks\ PenyccEai.H"\ Prasarana dan Sarana Kawasan

Pcrmukiman; dan
c. Seksi Pcngawasan dan Pengendalian Permukiman.

Pasa127
Seksi Perencanaan Teknis dan Regulasi Permukiman mempunyai
tugas menyusun, rnerumuskan norma, standar, prosedur, kriteria,
kebijakan penyelenggaraan kawasan permukiman.

Pasal28
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, Seksi Pereneanaan Teknis dan Regulasi Pennukiman
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang

Permukiman;
b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang

Permukiman;
e. perumusan kebijakan di bidang Permukiman;
d. membuat laporan seeara berkala; dan
e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
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sebagaimana dimaksud dalam
dan Pengendalian Permukiman

Pasal29
Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman
mempunyai tugas melaksanakan Pembangunan Prasarana dan
Sarana Kawasan Permukiman.

Pasal30
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29, Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Kawasan
Permukiman menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan prasarana dan sarana kawasan

permukiman;
b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah

KabupatenjKota terkait penyelenggaraan prasarana dan
sarana kawasan kawasan permukiman;

c. membuat laporan secara berkala; dan
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal31
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman mempunyai
tug~s melaksanakan koordinasi pemanfaatan, evaluasi dan
pengendalian penyelenggaraan pembangunan kawasan
permukiman.

Pasal32
DaIam melaksanakan tugas
Pasal 31, Seksi Pengawasan
menyeIenggarakan fungsi:
a. meIaks~nakan pengawasan dan pengendaIian terhadap

pembangunan prasarana dan sarana kawasan permukiman;
b. melaksanakan pengendalian terhadap pemanfaatan

I

pembangunan prasarana dan saran a kawasan permukiman;
c. melakukan upaya pencegahan degradasi kualitas lingkungan

kawasan permukiman;
d. membuat laporan secara berkala; dan
e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

BABIV
KEi.OMPOK cJABATAN FUNGSIONAL

Pasal33
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesual de:1gan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pdsal 34
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
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(2) Masing..masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada
pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Jumlah tcnaga fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)ditcntukan bcrdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BABV
TATAKERJA

Pasa135
Dalam melaksanakan tugas setiap pejabat administrator dan
pejabat pengawas dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman serta dengan instansi lain
diluar lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasa136
Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas
di li,ngkungan'Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:
a. bertanggungjawat- memimpin dan mengkoordinasikan

bawahannya masing- masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan

b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
I

Pasa137
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan
pejabat pengawas dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing dan
wajib mengadakan rap at berkala.

Pasa138
Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab
kepada atasannya masing-masing dan menyampaik1;l.il laporan
tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
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Pasa139
Setip..p laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan
pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan
petunjuk kepada bawahan.

BABVI
ESELON,PENGANGKATAN
DANPEMBERHENTIAN

Pasa140
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan

pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan merupakan

jabatan esclon IlIa atau jabatan administrator.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan

eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal41
(1) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan

diberhentikan o1ehGubernur.
(2) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan

diberhentikan oleh pejabat yang diberi 'pelimpahan wewenang
oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BABVII
KETENTUANLAIN- LAIN

Pasa142
Bagan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BABVIII
KETENTUANPERALIHAN

Pasa143
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku se1uruh jabatan
yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya
jabFtan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan
Gubernur ini.

BABIX
KETENTUANPENUTUP

Pasa144
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2014 tentang tugas dan
fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo (Berita Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 24) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasa145
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari
2017.,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Perqturan Gubernur ini dengan penempa'tannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tang gal 23 ]jeseu.cr 2016
PIt. GUBERNUR GORONTALO,

ZUDANARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Gorontalo
pad a tanggal 2.3 Be.emher 2016
SEKRETARIS DAERAHPR VINSI GORONTALO,
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LAMPlRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 7$ ~Ii\J ii 2&li
TANGGAL: 23 Jeao!t.1iicr 2e.l~
TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS

PERUMAHANRAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

KEPALA DINAS

SEKRETARISr-------------------------,,,

BIDANG
PERUMAHAN

SEKSI
PERENCANAAN DAN

PENGENDALIAN
PERUMAHAN

SEKSI
PENYEDIAAN PERUMAHAN

SUB BAGIAN
PERENCANAANDAN

KEUANGAN

BJDANG
PERMUKIMAN

SEKSI PERENCANAAN TEKNIS
DAN REGULASI
PERMUKIMAN

SEKSI
PENYEDlAAN PRASARANA
DAN SARANA PERMUKIMAN

SUB BAGIAN
UMUMDAN

KEPEGAWAlAN

SEKSI
PEMBIA YAAN PERUMAHAN

SEKSI
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
PERMUKIMAN

Pit. GUBERNUR GORONTALO,

UDAN ARIF FAKRULLOH
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